
 

PEMERINTAH  KABUPATEN  SAMPANG 
 

PERATURAN BUPATI SAMPANG 

 

 

NOMOR :  3  TAHUN  2011 

 

TENTANG 

 

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  

BUPATI  SAMPANG, 

 

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 

1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2011, maka menetapkan besarnya Tunjangan Perumahan Bagi 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang dengan 

Peraturan Bupati Sampang; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 

  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4438); 

4.  Undang-Undang  ….. 
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  4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5043); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 

Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan  Lembaran Negara Nomor 

4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 

Nomor 47, Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4712); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4578); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4593); 

  8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis 

dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 

  11. Peraturan Menteri  Dalam  Negeri   Nomor  16   Tahun   2006  tentang 

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang 

Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2011; 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 29); 

15.  Peraturan  ..... 
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  15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 1); 

  16. Peraturan Bupati Sampang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kebijakan 

Akuntansi Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang 

Tahun 2009 Nomor 26); 

  17. Peraturan Bupati Sampang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Sistem dan 

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang (Berita 

Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 27); 

  18. Peraturan Bupati Sampang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 

(Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 1); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG TUNJANGAN 

PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH KABUPATEN SAMPANG. 

 

Pasal  1 

 

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Sampang. 

 

Pasal  2 

 

(1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan kepada 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang setiap bulan masing-

masing sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). 

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhitung mulai 

bulan Januari 2011. 

 

Pasal  3 

 

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada setiap 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang yang tidak memperoleh 

fasilitas Rumah Dinas. 
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Pasal  4 

 

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sampang Nomor 38 Tahun 2006 

tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Sampang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 5 

 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah. 

 

Ditetapkan di :  Sampang 

pada tanggal :  8    Pebruari    2011 

 

     BUPATI  SAMPANG, 

                ttd 

  NOER TJAHJA 

 

Diundangkan di :  Sampang 

pada tanggal :  8     Pebruari    2011 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

       ttd 

drh. HERMANTO SUBAIDI, M.Si 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19620323 198903 1 014 
 
Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor  :  3 

 

 


